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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Rutan Kelas Il B

Wonosari, bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak belum

sepenuhnya diberikan sesuai dengan hak anak sebagaimana mestinya, ada

kesenjangan waktu antara sedikitnya waktu belajar dengan waktu istirahat

yang lebih banyak, petugas pembinaan pendidikan sering tidak hadir untuk

melakukan Kegiatan Belajar Mengajar, tidak ada pengganti mentor untuk

melakukan pembinaan. Sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana

anak masih sebatas kuantitas bukan kualitas.

B. Saran

1.

Anak Didik Permasyarakatan sebaiknya tidak di tempatkan pada Rumah
Tahanan Kelas Il B Wonosari yang berhubungan dengan Warga Binaan
Permasyarakatan karena Anak Didik Permasyarakatan berhak mendapat
fasilitas pembinaan pendidikan yang lebih baik. Rumah Tahanan Negara
bukanlah tempat pembinaan seperti halnya. Lembaga Permasyarakatan,
pemerintah harus serius menangani permasalahan ini.

Narapidana Anak sebaiknya mendapatkan perlakuan  khusus
dibandingkan narapidana lainnya agar tujuan pembinaan tehadap

narapidana anak dapat tercapai.
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Seharusnya mutu pendidikan senantiasa diperbaharui dan disesuaikan
dengan kurikulum yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman dan
dijalankan sesuai sistem atau aturan yang sebagaimana mestinya.
Lembaga Pemasyarakatan juga semestinya harus memberikan pelatihan
khusus terhadap staf Lapas yang melakukan kontak langsung dengan
anak pidana.

Rumah Tahanan Negara Kelas Il B Wonosari sebaiknya melengkapi
fasilitas di bidang pendidikan agar anak didik yang hendak
melaksanakan ujian praktek tidak memerlukan pengawalan untuk

mengikuti ujian di luar Rutan.
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